
 
BUPATI TABANAN 

 
PROVINSI BALI 

 

PERATURAN BUPATI TABANAN 
 

NOMOR 22 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TABANAN, 
 
 

Menimbang    : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan reformasi 
birokrasi dan mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang 
optimal, maka dipandang perlu menyusun Standar 

Operasional Prosedur ; 
 

   b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten 
Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan 
Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk 

menyusun kembali Standar Operasional Prosedur ; 
    

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Standar Operasional Prosedur; 

  
Mengingat  : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958  Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655) ;  

 

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 112,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

 

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan   Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 
 
 



4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494 ); 

 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 

tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ( Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704); 

 
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor: 35 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 649); 
 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan 
( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 

10, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tabanan Nomor 
10); 

 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2015 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tabanan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tabanan Nomor  13); 

 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan 
Nonmor 13); 

 
11. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 76 Tahun 2015 tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 
Tabanan ( Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 
Nomor 76); 

 
12. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2016 Nomor 52); 

 



13. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 21 Tahun 2017 tentang 
Standar Pelayanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 

2017 Nomor 21); 
 

 
MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR. 

 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Tabanan. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan. 

6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat 

SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan 
mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah 
Kabupaten Tabanan. 

 
BAB II 

 
SOP PERANGKAT DAERAH 

 

Pasal 2 
 

(1) SOP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.  
(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

BAB III 

 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 3 

 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan 
Bupati Nomor 42 Tahun 2014   tentang   Standar Operasional 

Prosedur Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita 
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 48) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
 



 
BAB IV 

 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 4 

 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan. 
 

 

 
    Ditetapkan di Tabanan 

    pada tanggal 9 Juni 2017 
 
                                                BUPATI TABANAN, 

 
 
 

        NI PUTU EKA WIRYASTUTI 
 

 
Diundangkan di Tabanan 
pada tanggal 9 Juni 2017 

 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, 

 
 

 
 I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017  NOMOR 22 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI TABANAN 

NOMOR 22 TAHUN 2017 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

 
 

1. SOP Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan; 



LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI TABANAN 

NOMOR 22 TAHUN 2017 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

 
2. SOP Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan; 



LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI TABANAN 

NOMOR 22 TAHUN 2017 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

 
3. SOP Inspektorat Kabupaten Tabanan; 



LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI TABANAN 

NOMOR 22 TAHUN 2017 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

 
4. SOP Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan; 



LAMPIRAN V 
PERATURAN BUPATI TABANAN 

NOMOR 22 TAHUN 2017 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

 
5. SOP Badan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan; 



LAMPIRAN VI 
PERATURAN BUPATI TABANAN 

NOMOR 22 TAHUN 2017 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

 
6. SOP Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan; 



LAMPIRAN VII 
PERATURAN BUPATI TABANAN 

NOMOR 22 TAHUN 2017 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

 
7. SOP Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

Kabupaten Tabanan; 



LAMPIRAN VIII 
PERATURAN BUPATI TABANAN 

NOMOR 22 TAHUN 2017 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

 
8. SOP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;  



LAMPIRAN IX 
PERATURAN BUPATI TABANAN 

NOMOR 22 TAHUN 2017 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

 
9. SOP Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan. 
 

 
 


